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ABSTRACK
This study aims to determine "the level of knowledge of accounting
students related to the influence of public sector auditing quality".
The dependent variable in this study is a career interest in the field
of public sector audits, while the independent variable is the
knowledge of accounting students about the quality of public sector
audits. The population of this study is an accounting student who
has taken the Auditing course. The sampling technique using
purposive sampling produces 30 respondents. The results of this
study indicate that student knowledge about the quality of public
audit sector audits has a significant effect on career interest in the
field of auditing.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Tingkat Pengetahuan
Mahasiswa Akuntansi terkait pengaruh kualitas auditing sektor
publik”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat
berkarir di bidang audit sektor publik, sedangkan variabel
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independen adalah pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang
kualitas audit sektor publik. Populasi penelitian ini adalah
mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah Auditing.
Teknik sampling menggunakan purposive sampling menghasilkan
sample sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pengetahuan mahasiswa tentang kualitas audit sektor public
berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir di bidang Auditing.

PENDAHULUAN
Peluang kerja masih terbuka lebar bagi calon lulusan perguruan tinggi. Banyak

perusahaan yang mencari fresh graduate untuk menjadi bagian dari perusahaan dalam
membangun dan memajukan suatu negara dan lembaga pemerintahan dan salah satu bidang
pekerjaan yang mereka cari adalah auditor sektor publik. Audit sektor publik sangat penting
dalam memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit mematuhi
prinsip akuntansi yang diterima secara umum, undang-undang dan peraturan serta
pengendalian internal dan operasi entitas sektor publik dilakukan secara efisien, ekonomis
dan efektif. Seorang auditor dihargai karena pengetahuan teknis dan independensinya dalam
memberikan keandalan, serta kompetensi dan pengalamannya dalam membantu perusahaan
meningkatkan operasinya. Auditor membuat dan membantu mengimplementasikan
rekomendasi yang meningkatkan laba dengan memperkuat pendapatan atau mengurangi
biaya, termasuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dengan meningkatkan pengendalian
operasional. Karier sebagai akuntan publik sangat menantang dan menguntungkan secara
finansial.

Banyaknya mahasiswa yang ingin menjadi akuntan publik ditunjukkan dengan
banyaknya mahasiswa akuntansi yang melamar pekerjaan di kantor akuntan publik sehingga
terjadi persaingan yang ketat dalam ujian penerimaan menjadi akuntan publik di sebuah
Kantor Akuntan Publik (KAP), khususnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah
memiliki nama. Mayoritas profesional muda yang berminat menjadi akuntan publik memulai
karirnya dengan bekerja di kantor akuntan publik. Setelah mereka menjadi akuntan publik,
mereka bisa pindah ke industri, pemerintahan, atau pendidikan. Mereka mempertahankan
gelar akuntan publik, tetapi mereka berpraktik sebagai auditor independen. Meskipun profesi
akuntan publik sangat menjanjikan, banyak mahasiswa akuntansi yang menyerah dan mundur
dari keinginannya untuk menjadi akuntan publik ketika dihadapkan pada tugas berat dan
risiko yang mungkin dihadapi. Mereka menjadi tidak takut dan menyerah karena takut
menghadapi risiko yang mungkin bisa menghancurkan karir mereka. Akuntan publik juga
menghadapi banyak masalah dan tantangan serius, seperti peningkatan risiko dan tanggung
jawab, batasan waktu, standar yang berlebihan, persaingan antar KAP, dan teknologi yang
semakin canggih yang harus selalu diikuti (Rahmayani 2016).

Audit sektor publik merupakan proses audit yang diarahkan untuk memeriksa dan
memvalidasi serta memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disusun oleh
pemerintah dan lembaga negara. Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,
hingga BUMD. Pelaksanaan audit sektor publik sangat fundamental dan substansial.
Terutama untuk melihat akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara
kepada publik terkait penggunaan anggaran keuangan. Mengutip Indra Bastian (2007), audit
sektor publik merupakan layanan investigasi bagi masyarakat atau lembaga masyarakat dan
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politisi yang telah dibiayai.Dalam konteks ini, dana yang digunakan oleh pihak-pihak
tersebut merupakan pungutan pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat. Begitu
pentingnya pemeriksaan sektor publik, sehingga ditempatkan dalam dasar Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Dengan ini diharapkan audit sektor publik dapat lebih transparan dan akuntabel tanpa
terkontaminasi korupsi dan lain-lain.

Dengan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan
berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum korporasi di negara tersebut,
pemerintah juga membutuhkan dana yang cukup besar dalam mengelola negara. Berdasarkan
UU No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, keuangan negara
merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan
mempunyai manfaat penting untuk mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat adil,
makmur, dan sejahtera. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Setiap profesi harus mampu membangun kepercayaan masyarakat
sehingga harkat dan kualitas jasa profesional dapat terjaga untuk membangun kepercayaan
(Subari 2019).

Oleh karena itu, perlu adanya standar etika profesi agar masyarakat dapat percaya
akan kualitas pekerjaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung
oleh audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah akan
memberikan peluang bagi instansi pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan
anggaran. Selain itu, menimbulkan risiko tuntutan hukum terhadap pejabat pemerintah yang
melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam
pengelolaan keuangan negara seperti lemahnya sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini mendorong perlunya audit yang berkualitas
untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Pemeriksaan mutu juga harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap BPK atas perannya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Karena BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah untuk
memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit antara lain:
integritas, independensi, pengalaman kerja, akuntabilitas, tekanan anggaran waktu,
objektivitas, kompetensi, profesionalisme. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil
beberapa faktor untuk diteliti, faktor yang diambil antara lain pengalaman kerja, kemandirian
dan objektivitas.

Akhir-akhir ini banyak permasalahan hukum khususnya korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) yang terjadi di organisasi pemerintahan dengan kasus suap, pungutan liar
dan penggunaan aset negara untuk keuntungan pribadi. Inspektorat sebagai auditor internal
pemerintah diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dan tegas dalam fungsinya
sebagai pemeriksa, dengan melaksanakan setiap rencana audit secara profesional yang dapat
memberikan informasi berupa temuan audit yang dapat dipercaya. sebagai cerminan kualitas
audit. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup juga dapat dipercaya.
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Pemeriksaan yang berkualitas akan memberikan informasi yang memadai kepada
organisasi pemerintah yang diperiksa tentang kelemahan pengendalian intern, kecurangan
dan pelanggaran peraturan perundang-undangan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2007) yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas,
penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat faktor-faktor seperti kompetensi,
kompleksitas tugas dan skeptisisme profesional auditor yang berperan dalam menentukan
kualitas audit (Alim, Hapsari dan Purwanti 2007; Scully 2006; Jamilah 2007).

Berbicara tentang pendapat, BPK memiliki empat kelas pernyataan tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Empat tingkat opini tersebut
adalah Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian,
dan Tidak Menyatakan Pendapat. Di Indonesia, opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian
merupakan prestasi yang diupayakan setiap tahunnya oleh hampir seluruh asosiasi yang
berkepentingan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat
terjadi karena perolehan opini WTP pada umumnya akan mencerminkan kinerja yang baik di
mata publik dan juga pihak lain yang membutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara. Semakin baik kinerjanya, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya akan
semakin mempercayakan pengelolaan keuangan negara kepada pemerintah, begitu pula
sebaliknya.

Oleh karena itu, Selain membantu perencanaan, audit sektor publik juga dapat
dipastikan transparansi transaksi yang sesuai dengan Undang-undang dan norma yang
berlaku, artinya Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima
umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal serta kegiatan operasi
entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara
pemerintahan harus diimbangi dengan good governance. Dalam upaya menuju tata
pemerintahan yang baik atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang
merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Tiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus membuka pintu seluas-luasnya
agar semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan dapat berpartisipasi atau berpartisipasi
secara aktif, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan
penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi,
akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar pelaporan
keuangan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini
adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi
sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, satuan kerja pemerintah, departemen, dan
lembaga negara.

Maka dari itu inilah yang menjadi alasan penulis untuk menganalisis dengan judul
tersebut diatas agar membuat para mahasiswa bisa lebih memahami betapa pentingnya audit
sektor publik bagi kualitas hidup masyarakat. Karena untuk saat ini minat mahasiswa untuk
menjadi akuntan public masih sangat minim seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri
Keuangan Mardiasmo dalam peresmiaan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas
Keuangan Negara yang mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini harus ada kesiapan
literasi terhadap keuangan negara bagi mahasiswa seperti yang dilihat pada sektor swasta itu
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sudah mengambil banyak mahasiswa bahkan bisa mengambil 400 mahasiswa dalam satu
kelas, berbeda dengan yang diambil oleh sector public hanya 15 sampai 20 orang saja.

METODOLOGI
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2007:72). Populasi dalam penelitian ini adalah
mahasiswa akuntansi di wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 337.759 mahasiswa. Kemudian
dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan menggunakan metode convenience
dan random sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 30 responden. Penelitian menggunakan
jenis data primer yaitu dengan cara menyebarkan

PEMBAHASAN

Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan audit sektor publik, kita
pertama kali seharusnya mampu mengembangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Apabila kita berpikir jauh ke depan mengenai audit sektor publik, maka kita harus
mempunyai suatu aturan main dalam sistem dan standar akuntansi sektor publik yang lebih
maju pula. Di Amerika standar akuntansi pemerintahan telah tertuang dalam Governmental
Accounting Standards Board (GASB). GASB ini terbentuk oleh Committee on Accounting in
the Public Sector yang merupakan komite dari AAA. Komite ini selalu berpikir ke arah depan
agar semua masalah yang berkenaan dengan akuntansi pemerintahan di Amerika selalu
tanggap dengan situasi zaman.

Sebagaimana dijelaskan, akuntansi pemerintahan di Indonesia hanya mengacu pada
APBN/APBD, dimana pengelolaan dananya menggunakan pembukuan dengan istilah Uang
Pertanggungjawaban (UYHD). Selain itu, pembukuan ini hanya mengandalkan cash basis,
namun sistemnya sangat sederhana. Sistem tidak lagi mampu mengakomodasi masalah dalam
kondisi saat ini. Selain itu perlu juga peningkatan akses kepada mahasiswa terkait program
audit sektor publik agar mahasiswa dapat lebih memahami dan meningkatkan minatnya
terhadap audit sektor publik karena hal ini sangat terkait dengan masyarakat dan kepercayaan
mereka terhadap suatu negara.

Menurut Mardiasmo yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik adalah alat
informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan sumber daya
secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Meliala berpendapat bahwa
akuntansi sektor publik adalah suatu peristiwa mulai dari mengumpulkan, mencatat,
mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam
organisasi publik sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna laporan
keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lain halnya
dengan Bastian, menurutnya akuntansi sektor publik adalah akuntansi untuk dana publik,
artinya ada analisis akuntansi dan mekanisme teknis yang dilakukan dalam mengelola dana
dari publik. Handayani menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dari lembaga publik dengan menggunakan metode
tertentu.

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut untuk
mengelola biaya sosial dan ekonomi secara lebih efisien. Jika tuntutan akuntabilitas publik
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oleh berbagai lembaga publik menguat, maka akuntansi manajemen sektor publik akan diakui
sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Proses klasifikasi dan analisis laporan
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sektor publik berbeda dengan yang dilakukan
oleh sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena tentunya masing-masing memiliki standar
sistem akuntansi, disamping perbedaan karakteristik dalam ruang lingkup sektor publik,
sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk menerapkannya. Secara sederhana,
akuntansi di sektor publik umumnya digunakan oleh organisasi sektor publik, seperti masjid,
rumah sakit, puskesmas, universitas/sekolah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat,
pemerintah daerah hingga pemerintah pusat (Yuniar 2018)

Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik
serta bukti akuntabilitas dan manajemen. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan
dan handal terdapat beberapa kendala yaitu: Objektivitas, Konsistensi, Keterbandingan, Tepat
waktu, Ekonomis dalam penyajian laporan, Materialitas Pada dasarnya ada beberapa teknik
akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik untuk memfasilitasi
pembuatan laporan keuangan sektor publik. laporan keuangan. Teknik akuntansi keuangan
adalah: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi kas, akuntansi akrual dan
akuntansi dana. Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, serta peningkatan kualitas. Pemerintah menerapkan SAP basis akrual yang
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan. Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAPs dinyatakan
dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Christian and Rita 2016).

Uraian ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering muncul, terutama
dari aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan
akuntansi. Akuntansi berbeda dengan anggaran, sehingga laporan keuangan Pemda (Laporan
Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Aliran Kas) juga berbeda dengan APBD. Penulis
juga menjelaskan daur anggaran negara (APBN) dan APBD serta perubahan mendasar dalam
APBD di masa pasca reformasi. Di sini dijelaskan mengenai pengertian akuntansi, lingkup
dan tujuan akuntansi pemerintahan, lingkungan AKD, stakeholders, dan kelebihan akuntansi
dibandingkan tatabuku yang dilaksanakan selama ini oleh Pemda serta mencakup pengertian,
sistem pencatatan, dasar dan siklus AKD (Astasari 2018)

Single entry dan double entry dijelaskan dengan memberikan contoh sederhana.
Begitu pula untuk kemudahan pemahaman tentang basis kas, akrual, kas modifikasian, dan
akrual modifikasian diberikan contoh penjurnalan dalam jurnal umum. Uraian tentang siklus
akuntansi dimulai dengan analisis transaksi, kemudian jurnal, posting, neraca saldo, jurnal
penyesuaian, laporan keuangan, sampai pada neraca saldo setelah tutup buku. Ada juga yang
menjelaskan tentang rekening-rekening (accounts) dalam laporan keuangan daerah, termasuk
kodifikasi dan kebijakan akuntansi (definisi, pengakuan dan pengukuran). Rekening-rekening
tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, utang, dan ekuitas dana (dalam
akuntansi untuk bisnis disebut modal). Secara spesifik menguraikan tentang akuntansi untuk
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dapat dipandang sebagai suatu pusat laba (profit
center) bagi Pemda.
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bahwa setiap anggota wajib menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan
tugasnya. Menjaga integritas, dia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan
menjaga obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan
pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan
dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika yang
telah ditetapkan oleh profesinya. Kontribusi pemeriksaan ini juga untuk melihat akuntabilitas
pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan akuntabilitas kegiatan pemerintah
(Costari and Belinda 2021)

Di sektor publik ini pengaruh hukum terhadap praktik auditing lebih besar, sehingga
audit di sektor publik ini menempatkan seorang auditor setidak-tidaknya berdasarkan
pemeriksaan keuangan dan keteraturan, dan lebih jauh lagi pada penilaian value for money.
Jadi audit di sektor publik (pemerintah) ditujukan untuk memberikan jaminan tentang
pengendalian internal di entitas pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan (Gauthier 1991).

Walaupun sudah ada standar dan kode etik profesi, namun masih sering terjadi kasus
kolusi dan korupsi atau penyelewengan, sehingga masyarakat mulai meragukan komitmen
auditor terhadap kode etik profesi. Jika kode etik dan standar dilaksanakan dengan benar dan
konsisten, seharusnya tidak terjadi kasus-kasus penyimpangan tersebut. Untuk itu, auditor
pemerintah yang melaksanakan audit atas laporan keuangan departemen (instansi pemerintah)
dan badan usaha milik negara (BUMN/BUMD), dituntut untuk bertindak secara profesional
dan mematuhi standar pemeriksaan dan aturan perilaku audit yang telah ditetapkan, sehingga
kualitas audit dapat terjaga. dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurut Hunt & Vitell [1986, dalam Khomsiyah & Nur Indriantoro (1998)], bahwa
kemampuan seorang profesional untuk dapat memahami dan peka terhadap adanya persoalan
etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi oleh budaya lingkungan atau masyarakat tempat
profesi itu berada, lingkungan profesional, lingkungan organisasi. atau di mana dia bekerja
serta pengalaman pribadinya. Sikap pasif masyarakat, lemahnya sistem pengawasan
organisasi profesi auditor terhadap anggotanya, kerjasama yang tidak sehat antara BPKP
dengan klien juga mempengaruhi perilaku etis auditor. Padahal menurut Sudibyo (1995),
dunia pendidikan akuntansi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku etis auditor
(Djamil 20200

Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan transparan dengan
memperhatikan value for money yaitu menjamin bahwa uang rakyat dikelola secara
ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum,
dilakukan pemeriksaan (audit) oleh auditor independen diperlukan. Pelaksanaan audit ini juga
bertujuan untuk memastikan akuntabilitas publik dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah
daerah maupun pusat. Definisi audit menurut Malan (1984) adalah suatu proses yang
sistematis untuk memperoleh dan menilai secara objektif bukti-bukti mengenai asersi
tindakan dan peristiwa ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan dan
kemudian mengkomunikasikannya kepada pengguna.

Agar kepercayaan masyarakat terhadap hasil laporan audit atau hasil pemeriksaan
tidak berkurang atau bahkan hilang, kualitas audit perlu ditingkatkan. Alasan lain untuk
meningkatkan kualitas audit adalah (Elder 1997), bahwa auditor sekarang lebih
memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kualitas audit untuk audit non-federal, untuk
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dapat menangani risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan, kebutuhan untuk
panduan tambahan untuk melakukan audit (Anugrah dan Harsono 2015)

Namun, tampaknya akuntabilitas pemerintah di Indonesia masih terfokus pada
pengelolaan keuangan negara. Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar
wilayah Indonesia, baik di provinsi, kota, maupun kabupaten, mulai membahas laporan
pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing secara lebih mendalam. Beberapa kali
muncul pernyataan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola
pelayanan publik dan penggunaan APBD. Melihat pengalaman di negara-negara maju,
ternyata dalam praktiknya, rasa ingin tahu masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah tidak
dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan. Orang ingin tahu lebih banyak tentang
apakah pemerintah yang mereka pilih telah beroperasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara
dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara. Badan pemeriksa keuangan (BPK)
melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
meliputi pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan laporan keuangan,
pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas. aspek, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu Pelaksanaan pemeriksaan Penetapan objek pemeriksaan, perencanaan
dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan cara pemeriksaan, serta penyusunan dan
penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK . Dalam
merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat
lembaga perwakilan. Untuk memperoleh hal tersebut, BPK atau lembaga perwakilannya
dapat mengadakan rapat konsultasi.

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan
setelah pemeriksaan selesai. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD, paling lambat dua bulan setelah
menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil audit kinerja disampaikan
kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Pengembangan Peraturan Terkait
Otonomi Daerah Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, kekhususan, dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Selama 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah menyadari masih banyak
aspek yang menjadi kelemahan serta celah dalam peraturan perundang-undangan yang
seringkali berujung pada peracunan. (Oroh et.al. 2019) Dengan kualitas audit yang
profesional dapat membantu Berbicara mengenai pengaruhnya Audit sektor publik bagi
masyarakat, itu merupakan hal yang sangat penting dan wajar untuk diketahui khusunya bagi
seorang mahasiswa. Kenapa, karena melihat minimnya minat mahasiswa mengenai sektor
public itu tentunya akan berdampak kurangnya akses tentang sektor publik dimasa yang akan
datang.
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SIMPULAN

Akuntansi sektor publik adalah alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan
pemerintah sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.
Sementara itu, Meliala berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu peristiwa
mulai dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan
transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi publik sehingga menghasilkan informasi
keuangan bagi pengguna laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan. Lain halnya dengan Bastian, menurutnya akuntansi sektor publik
adalah akuntansi untuk dana publik, artinya ada analisis akuntansi dan mekanisme teknis
yang dilakukan dalam mengelola dana dari publik.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan audit sektor publik, kita pertama kali
seharusnya mampu mengembangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Apabila kita
berpikir jauh ke depan mengenai audit sektor publik, maka kita harus mempunyai suatu
aturan main dalam sistem dan standar akuntansi sektor publik yang lebih maju pula. Di
Amerika standar akuntansi pemerintahan telah tertuang dalam Governmental Accounting
Standards Board (GASB). GASB ini terbentuk oleh Committee on Accounting in the Public
Sector yang merupakan komite dari AAA.Sedangkan akuntansi pemerintahan di Indonesia
hanya mengacu pada APBN/APBD, dimana pengelolaan dananya menggunakan pembukuan
dengan istilah Uang Pertanggungjawaban (UYHD). Selain itu, pembukuan ini hanya
mengandalkan cash basis, namun sistemnya sangat sederhana

Nah dari Uraian ini perlu kita ketahui bahwa untuk menjawab berbagai pertanyaan
yang sering muncul, terutama dari aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memiliki
latar belakang pengetahuan akuntansi. Akuntansi berbeda dengan anggaran, sehingga laporan
keuangan Pemda (Laporan Perhitungan APBD, Neraca, dan Laporan Aliran Kas) juga
berbeda dengan APBD. Penulis juga menjelaskan daur anggaran negara (APBN) dan APBD
serta perubahan mendasar dalam APBD di masa pasca reformasi. Di sini dijelaskan mengenai
pengertian akuntansi, lingkup dan tujuan akuntansi pemerintahan, lingkungan AKD,
stakeholders, dan kelebihan akuntansi dibandingkan tatabuku yang dilaksanakan selama ini
oleh Pemda serta mencakup pengertian, sistem pencatatan, dasar dan siklus AKD.
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